PUTUSAN
Nomor 1807/Pat. GF2017/PA Tmk

asecd J aa mlf..._m

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMEK, tempat kediaman di
Jalan Bojong Tengah RT.004 RW. 008 Kelurahan Cipedes
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai Penggugat;
melawan
_ umur 38 tahun, agama lislam,
pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat kediaman dahuiu di
Jaian Bojong Tengah RT.004 RW. 009 Keiurzhan Cipedes
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan pasti di wilayah Republi Indonesia, sebagai

Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Tetah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017
telah mengajukan gqugatan cerai gugat vyang didaftar di  Kepaniteraan

FPengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Normor
1607/Pdt.G/201TIPA Tmk, tanggal 24 Oklober 2017, dengan dalil-dalil sebagai
benkut:
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1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, tercatat
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/78/11i/2010, tertanggal
31 Maret 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua penggugat dan selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan 1 {satu) crang anak:

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak Awal
2018 mulai tidak rukun dan keadaan itu berlangsung hingga saat ini;

4. Bahwa yang menjadi penyabah ketidakrukunan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam semua hal dalam ruamh
tangga termasuk keuangan, sehingga penggugat tidak menerima keadaan
tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut teriadi kurang lebih pada April 2017, vyang
akibatnya Panggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6
(enam) bulan lamanya,;

6. Bahwa Penggugat fslah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keharga, tetapi tidak
berhasil;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dar pada
masiahatnya,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, gugatan Penggugat {elah
memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohen agar Ketua Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomar @ 3607/Pdt.G/2017/PA. TmK.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat [ NG
I - acap penggugat NG

3. Membebankan biaya dalam perkara ini;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohen putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada har sidang yang telah ditetapkan Penggugat tetah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilfkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meialui
Radic Siaran Pemerintah Daerah (RSPD} Kota Tasikmalaya sebagaimana
relaas Nomor 1607/Pdt G/2017/PA. Tmk tanggal 27 Cktober 2017 dan 27
Nopember 2017 vyang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya ifu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak berceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemerkszan dengan membacakan surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oieh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalii gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A, Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda PendUdURW
- {Penggugat) Nomor Tanggal 12-10-

2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang termyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P_1:

b Fotokopi Kutipan Akta Nikeh Nomor 153/78/11/2010 Tanggal 31 Maret
2010 vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cipedes, Buktt surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olsh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor @ 1607/PdEGr2017/PA TmE,
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B. Saksi

1._ umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan IRT, tempat

kediaman di Jalan Bojong Tengah RT.004 RW. 009 Kelurahan
Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

mamberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
31 Marat 2010;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak kurang lebih awal tahun 2018, sudah tidak rukun lagi
senng terjadi pertengkaran,

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut tidak pernah dilihat Jangsung, akan tetapl diketahui hal
tersebut dari pengaduan Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka tentang masalah
keuangan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima
dengan keadaan tersebut;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak kurang lebih April 2017 sampai dengan
sekarang dan sudah ticak bersatu lagi;

Bahwa. saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Mamar ; 1607/Pdt.G/2017/PA.TmK.
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipsrtahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2 o 23 tshun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Jalan Bojong Tengah RT.004 RW. 009 Kelurahan

Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mamiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 31 Maret 2010;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
gikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmenis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran kurang lebih awal tahun 2018 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sgjak kurang
lebih April 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah
amara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

-  Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugst
tersebut  tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal
tersebut dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugai dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat ftidak terbuka tentang masalah keuangan kepads
Fenggugsat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-  Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Halarman 5 dari 14 halaman, Putusan Somor @ 1607 /Pdt. Gf2017 /P8 Tmik.
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- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampalkan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohan putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, tidak
datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, batwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek,

Menimbang, bahwa ocleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan taerakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Maiglis Hakim pada setiap kali persidangan teiah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,

oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halarnan & dart 14 halaman, Putusan Nomor ; 1607/Pdt.G /2017 /PA Tmk,
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Menimbang, bahwa oleh karera Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena saiah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat {2} huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republk Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Meanimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) BIR. yaitu
putusan yang dijatubkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, cleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-daifil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan  dall-datil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua crang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akia ofentik, telah bermasterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan asiinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 1685 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serfa mempunyai kekuatan
pembukiian yang sempurna dan mengikat {vofledig en hindende bewijskrach);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegeln dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pangougat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
185 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill, serta
mempunyai kekuatan pembukiian yvang sempurna dan mengikat (volledig en
bindends bewiiskracht);

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, Majelis Hakim peru mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang vang dekat dengan suami
isteri ity tenteng adanya perselisihan dan pertengkaran aniara Penggugat dan
Tergugat;

Halarnan ¥ dari 14 balaman, Fetusan Momuor @ 16G7/Pdt G217 /FA. TmE,
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah Keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8@ Tshun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalit
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasai
171 HIR s¢hingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Fenggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, cleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersssuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

Halarnan € dari 14 halaman, Putusan Mamor | 1607 /Pdt. G287 7/PA Tenk.
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3 Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Behwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak
Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat akan tetapi tidak bearhasil;

()

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istert yang menikah

pada tanggal 31 Maret 2010 di Kecamatan Gipedes;

4. Bahwa pada mulanya rurmah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dikaruniai 1 orang anak;

5. Babhwa rumah tangga Fenggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih
awal tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih
dan bertengkar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka tentang
masalah keuangan kepada Penggugal, sehingga Penggugat tidak
menerima dengan keadaan tersebut;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih April 2017

8 dan selama itu pula keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagsimana
layaknya suami isteri;

9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak Keluarga
Penggugai dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukutt ingin bercerai dengan Tergugat;

1, Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagt keduanya dapat rukun datam

rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Isiam dan Penggugat
betempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadian Agama Kota
Tasikmalaya;

2, Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di
wilayah Republik Indonesiz;

Ld

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

sah;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah {meariage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi {(onheel baar
fweespall),

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukurmt diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut;

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota

Taslkmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan {2}, jo.

pasal 73 ayat {1} Undang-undang Nomor ¥ Tahun 1989 sebagaimana

diubkah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 83 ayat

(1) Undang-undang Namar 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum

lslam, perkara ini merupakan kompetens! relatif Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;

b2

Bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan
pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
27 ayat (1} Peraturan Pemerintah No. 9 Tzhun 1975, Relaas Fanggilan
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Disclaimer

Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media
sebanyak 2 kali dengan tenggang waklu satu bulan antara pengumurman
pertama dan kedua, dan sideng dilaksanakan sekurang-kurangnya 3
bulan setelah panggilan terakhir;

Bahwa Fenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
batum pernah teriadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuail dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mampunyai
hak dan kepentingan untuk mengagjukan tuntutan dalam sengkets
perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absotut Pangadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menryatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan olelt karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dafam kitab Al-lgna juz It halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

itk il ade 3l lga gl dag il 48 ) s 2adiy

Arntinya: “Disaat istri telah memuncak rasa Hdak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan fafak (suami) nya dengan talak
satu;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar fweespalf), sehingga fujuan
pernikahan untuk membina keluarga sefinah, mawadah, wargiimah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum !stam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk memperahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
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dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah:

glaadl iy e adia duddaldl ¢ 3

“Menaolak kerusakan lebih didahuiukan dari pada mengambit kebaikan”

% Bahwa karena rumzh tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
datam Pasal 19 huruf {f)y Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975 jo
Pasal 115 huruf {f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan:

%9 Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
calatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugai bslum
pemah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yvang kesatuy, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf o, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Fenggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupzkan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara @ quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1989
sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomeor 50 Tahun 2008 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat:
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani,
S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan
Hotoya, 5.H.l., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

: fl)‘. :

LlalfY iasih, 5.Ag.
L,
\
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Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.1., M.Ag.

Panitera Pengganti

.

Ervina Oktriahi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendafiaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 50.000.-

3. Panggilan : Rp.  225000-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000 -
Jumlah Rp. 316.000,-

ftiga ratus enam belas ribu rupiah)
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